SBAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: O24/HK.01.01/K.JI-02/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR 012//HK.01.01/K-J1.02/05/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Menimbang

BANYUWANGI

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu kabupaten

Banyuwangi dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pengajuan bakal
calon, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon,
pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, verifikasi
administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon,
pencermatan daftar calon sementara, penyusunan dan penetapan
daftar calon sementara, Penetapan daftar calon sementara,
Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan
tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara, verifikasi atas
pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan
tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara, pencermatan
rancangan daftar calon tetap, penyusunan dan penetapan daftar
calon tetap dan pengumuman daftar calon tetap yang terintegrasi:

. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten

Banyuwangi  Nomor:044/RT.02/J1-02/08/2023, tertanggal 21
Agustus 2023 Tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Mengingat

1.

Daerah Kabupaten/Kota;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut

dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Bawaslu kabupaten
Banyuwangi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 411);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1124);
Perbawaslu Nomer 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 907);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

11.Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor :142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua
Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi,
sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;
Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Surat Keputusan ini;
Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA,;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPEULUH

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA
bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan
monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan
Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara berkala
atau berdasarkan kebutuhan;

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA
bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan
koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi serta unit organisasi di bawahnya wajib
memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan
tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat
Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi; dan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapakan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA

N //
ADR US YANSEN PALE,S.T



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN BADAN

PENGAWAS
BANYUWANGI
NOMOR

PEMILIHAN

UMUM  KABUPATEN

021 /HK.01.01/K.J1-02/08/2023

TANGGAL : 21 Agustus 2023

TENTANG
PENCALONAN

RAKYAT

TIM

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN  RAKYAT,
DAERAH

FASILITASI PENGAWASAN

DEWAN
PROVINSI,

PERWAKILAN
DAN  DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Data, dan Informasi.

No Nama [ Jabatan | Kedudukan dalam Tim
| | Koordinator/Pengarah*
1. Adrianus Yansen Pale, S.T Ketua Koordinator
. 2. Joyo Adi Kusumo, S.H Anggota Pengarah
3. Khomisa Kurnia Indra, S.E Anggota Pengarah
4, Untung Apriliyanto, S.TP Anggota Pengarah
Il Penanggung Jawab
5. | Lugman Wahyudi, S.H..M.H Anggota Penangating.Jawsh
: gm yudi, S.H. M. a9 (ex-officio)
] Sekretaris Penanggung Jawab
6 Sukorenangningsih, S.Sos Koordinator Sekretariat Sekretaris Pengarah
IV | Ketua dan Wakil Ketua
VA Sukorenangningsih, S.Sos Koardinator Sekretanat Ketua
) Staf Divisi Hukum dan .
8. Sumarsono, S.H Penyelesaian Sengketa Wakil Ketua
' Sekretaris
Staf Pencegahan, Partisipasi
8. Galang Romadhon Yudi Saputra Masyarakat, dan Hubungan Sekretaris
Masyarakat
VI Anggota
Staf Sumber Daya Manusia,
9. Yulia Anggraini Organisasi, Pendidikan, dan Anggota
L Pelatihan.
10. Nuril Wijayanto Staf Penanganan Pelanggaran, Anggota

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Agustus 2023
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